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Abstrack

In Indonesia the use of production technology in the rapid conveyance once, despite these productions which enjoy only partial segments of society alone. Production of motor vehicles is currently not spelled out the amount due to price competition and quality of private vehicles and conveyances public passengers, whether by land, sea or air, the amount of production is increasing from year to year of course have an impact that must be reckoned one of them is from the sector economy. Therefore, various companies have emerged, particularly companies related to the activities of guarantee or tangungan to a person or to a particular asset, because the standard time can be overwritten by a loss or events.
BAB I 
PENDAHULUAN 

A.
Alasan Pemilihan Judul


Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Demikian juga di Indonesia penggunaan hasil produksi teknologi  dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut hanya  sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara,jumlah produksi semakin meningkat dari tahun ke tahun tentu saja menimbulkan dampak yang harus diperhitungkan salah satunya adalah dari sektor ekonomi. Oleh sebab itu bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tangungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. 


Karena itu kita menyaksikan puluhan bahkan ratusan perusahan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi. 



Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan.  Pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. 



Sedangkan dari pihak masyarakat  industri  asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih  rendahnya income per kapita masyarakat.

Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Dalam hubungan ini, beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain :

1. 
Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggungan putus di tengah jalan. 

2.
Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi. 

3.
Pastikan nasabah yang membeli polis dalam keadaan sehat. Ini penting agar tidak terjadi penipuan. Nasabah mengaku sehat, padahal mengidap penyakit, hal ini tentunya akan merugikan pihak asuransi. Hal ini berkaitan dengan pasal 1338 ayat (3) KUH perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

4.
Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dalam program atau produk yang dipilih.  Tak kalah penting lagi, asuransi harus dijual dengan tatap muka dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon. 

5.
Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri. Saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketika akan membayar klaim. Oleh sebab itu faktor permodalan lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut. 




Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah dalam hal klaim, bukan kebiasaan. Namun kadang kala nasabah mempersulit dirinya sendiri, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi  yang mana ketidak jujuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri.    
Kriteria yang di atas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen dalam kegiatannya, dalam menyampaikan program‑program asuransi yang ada di Indonesia harus  memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai perusahaan, produk‑produk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap calon pemegang polis, yang mana, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan. Di dalam surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) telah dibutuhkan bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh calon pemegang polis dan atau calon Tertanggung, oleh agen tidak boleh menyembunyikan informasi apapun kepada calon pemegang polis dan tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus polis PT Asuransi di Indonesia.
Konsekuensi nasabah membeli polis harus dengan cara tanggung jawab. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam perlindungan nasabah peraturan, perundang‑undangan yang berlaku dan berkaitan dengan desakan perasuransian terutama KUH Perdata dan KUHD sebagai acuan dalam hukum asuransi yang kemudian diberlakukan beberapa ketentuan‑ketentuan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan‑peraturan lainnya juga menyangkut polis. 

Akan halnya kepada siapa seorang nasabah bisa berharap mendapat jaminan ketenangan, tentunya pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kepada asuransi. Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi resiko atas jiwanya bermaksud untuk mengalihkan resikonya itu atau setidak‑tidaknya membagi resikonya itu kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut. Peralihan resiko itu tidak terjadi dengan begitu saja, tanpa kewajiban apa‑apa pada pihak yang memperalihkan. Hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu. 

Contoh kasus, Bapak Jege, mengaku, sakit hati Klaim yang dia ajukan benar‑benar  dipersulit pihak asuransi dan tidak diluluskan setelah menunggu lebih dari setahun.Pengusaha yang berdomisili di Samarinda ini menilai, Asuransi Ramayana melakukan wanprestasi alias ingkar janji. Pasalnya, asuransi kendaraan all risk yang hendak diklaim disebabkan kendaraan roda empat merk Xenia type xi tahun 2010 warna hitam yang dibawa oleh staffnya pada tahun 2011 telah dicuri sehingga menimbulkan kehilangan .Pada saat melakukan klaim terlebih dahulu Bapak Jege melaporkan perihal tersebut ke kantor polisi setempat yakni didaerah Batuah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dan dilakukanlah investigasi oleh pihak kepolisian setempat dan memakan waktu kurang lebih 10 hari. Setelah mendapatkan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian maka pergilah Bapak Jege ke assuransi Ramayana jl. PM.Noor Samarinda dengan membawa beberapa persyaratan yang tertera sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh ketentuan assuransi Ramayana tersebut.Pada saat menyerahkan seluruh persyaratan timbulah masalah diluar dari sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut bahwa klaim asuransi kehilangan paling lama 5 (lima) hari dilaporkan sejak terjadinya kehilangan kendaraan.
Padahal, menurut pejanjian  yang berlaku, bahwa Bapak Jege tidak pernah tahu akan ketentuan tersebut dan pada saat penanda tanganan kontrak juga tidak pernah dijelaskan. Kasus kurang nyaman Bapak Jege ini makin memperkuat anggapan bahwa konsumen selalu berada di pihak yang lemah. Apalagi hingga kini tidak ada aturan yang secara khusus mengatur akibat‑akibat hukum yang timbul antara perusahaan asuransi dengan  konsumen. Namun demikian hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (4) PP No. 73 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa agen harus memberikan informasi yang benar. 

Kisah kelabu terhadap bapak Jege tersebut sehingga penulis mengangkatnya dalam karya tulis dengan judul “ PERTANGGUNGAN JAWABAN PERDATA OLEH PIHAK ASURANSI TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN YANG MASIH MENJADI TANGGUNGAN PIHAK ASURANSI.”

B.
Perumusan dan Pembahasan Masalah


Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain : 

1.
Bagaimana pertanggung jawaban perdata oleh pihak assuransi terhadap kehilangan kendaraan yang masih menjadi tanggungan pihak Asuransi ?
2.
Bagaimana praktek asuransi terhadap kehilangan kendaraan bermotor tersebut ?
C.
Maksud dan Tujuan Penulisan


Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban mahasiswa yang akan menyelesaikan studi tingkat akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan atau memenuhi program S1 pada Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda. Disamping itu merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dibidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor yang hilang.


Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menambah dan memadatkan ilmu pengetahuan hukum yang selama ini diperoleh, menjadi satu bentuk tulisan yang memberi ciri tersendiri sebagai seorang calon sarjana hukum. Akan tetapi penulis juga menyadari bahwa dalam membahas permasalahan dalam ilmu pengetahuan, waktu dan hal-hal lainnya, sehingga menjadikan kewajiban penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan di kemudian hari. 
D.
Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber penelitian dengan metode :

1. Yuridis Normatif (metode kepustakaan) 

      Dalam metode ini penulis  membaca dan   mempelajari buku-buku,surat  Kabar,majalah dan peraturan perundangan,dengan obyek uraian skripsi 
      Dan perpustakaan.

2. Penelitian Lapangan
     Bahwa penulis mengadakan penelitian dengan secara langsung guna men

     dapatkan data yang akurat . Penelitian dimana penulis langsung melakukan

     claim berkaitan dengan kendaraan roda empat yang hilang tersebut kepada 

     pihak asuransi Ramayana, serta pihak yang terkait dengan pihak kepolisian

    yang mengeluarkan surat keterangan kehilangan dan melakukan investigasi

    langsung bersama pihak kepolisian terhadap kendaraan yang hilang tersebut

   dan terjadi sinkronisasi antara teori dan praktek.
   Diharapkan dari penelitian ini akan ditemui jawaban secara menyeluruh hal 

   Yang berhubungan dengan pertanggung jawaban asuransi yang masih   men 

    Jadi tanggungan pihak asuransi.

E.
Sistematika Penulisan 


Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. 

Pengertian dan Tujuan Asuransi

· Pengertian  Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “ Verzekering”  yang berarti pertangungan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek Van Koophandle, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakaan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun yang ada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun yang ada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang perlu diperhatikan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , yaitu :

· Adanya Kepentingan 

Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupakan hak  subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau pasti. Unsur kepentingan adalah unsur yang mutlak harus ada pada tiap-tiap pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan maupun pada saat terjadinya avemen.

· Adanya Peristiwa Tak Tentu

Unsur peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa, yaitu  Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang tidak tertentu adalah “kapan”kematian itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam 
pertanggungan jiwa baru ada apabila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya hidup orang   yang bersangkutan. Lain halnya dengan pertanggungan kerugian sebab disana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut pengalaman manusia tidak dapat diharapkan akan terjadi.1
· Adanya Kerugian

Penggantian kerugian diberikan penanggung  sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerimaganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh  sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penetuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-pihak.2
Jadi pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu penggantian kerugian, oleh karena jiwa manusia tidak mungkin dinilai dengan uang.

Rumusan definisi pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)  berlaku bagi segala macam pertanggungan, dengan demikian berlaku bagi pertanggungan kerugian maupun bagi pertanggungan sejumlah uang atau pertanggungan jiwa.

· Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut: 3

Sifat Asuransi

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari hukum Barat, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk  hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut :4
a. Sifat Perjanjian

Semua asuransi berupa perjanjiantertentu  (Boyzondere Over Komst), yaitu suatu  pemufakatan antar dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana sesorang atau lebih berjanji  terhadap seorang lain atau lebih (pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
b. Sifat timbal balik (Weder Kerige)

Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal balik (Weder Krige Overeen Komst), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.
Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak menjamin berjanji  akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.
c. Sifat Konsensual

Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.
d. Sifat  Perkumpulan

jenis asuransi yang bersifat perkumpulan  (Vereeninging) adalah asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota.Asuransi seperti ini  disebutkan dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KHUD) yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya.

Perkumpulan asuransi diatur dalam Pasal 1635,1654 dan 1655 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dapat disimpulkan bahwa perkumpulan asuransi saling menjamin merupakan “zadelijk lichaam” yang artinya asuransi dalam masyarakat dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan hukum dengan orang lain secara sah.

Perkumpulan asuransi dapat bertindak kedalam dan keluar, yaitu mengadakan persetujuan asuransi dengan para anggota selaku terjamin, dan keluar dengan perbuatan hukum lainnya, persetujuan ini takluk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), baik dengan anggota sendiri maupun dengan orang lain.
e. Sifat Perusahaan

Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin.

Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang induvidu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakanya.
C. Polis dan Premi di dalam Asuransi

· Polis Asuransi

Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian.Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”.Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis.

Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara pihak, seorang penangung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut :5
a. Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung yang dikuasakan tertanggung. Maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo  24 jam (Pasal 259 KUHD).

b. Jika pertanggungan dilakukan mulai makelar asuransi (broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggyungn harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 hari (Pasal 260 KUHD).

·  Fungsi umum polis, adalah :

a. Perjanjian Pertanggungan (Contarct Of Indonesia)

b. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk menganti kerugian yang mungkin dialami oleh tergugat akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip : 

· Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian atau

· Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan (Toial Collapse)

c. Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung  sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

· Isi Polis pada Umumnya dalam Asuransi

A. KESIMPULAN
1. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko induvidu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan  terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang ditemui dalam masyarakat. Persyaratan untuk mengklaim benda yang diasuransikan yang hilang saat ini masih berbelit-belit,belum ada kemudahan.

2. Polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Apabila saat mengklaim asuransi perusahaan tersebut bangkrut (pailit), maka harus ke Pengadilan Pailit di Jakarta Pusat.

3. Bahwa pihak asuransi tidak berusaha memberikan informasi secara jujur tentang asuransi kerugian yang akan diterima oleh para costumer.

4. Memanfaatkan kelemahan dari sisi costumer, agar klain yang dilakukan batal dan lemah dimata hukum.

B. Saran-saran 

1. Pembuataan perjanjian harus jelas dikarenakan apabila suatu saat barang yang diasuransikan khususnya kendaraan bermotor hilang, maka perusahaan tersebut dengan perjanjian tersebut harus mengganti kendaraan motor tersebut.
2. Mempelajari secara cermat perjanjian dan memilih asuransi yang bonafide sehingga dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi kasus yang dialami oleh bapak Jege kepada masyarakat luas.
3. Perlunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasaan, perusahaan perasuransian (perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang asuransi) diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara periodic. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi denda.
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